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Abstract

This research aims to explore the obstacle and supporting factors from the implementation of economic empowerment program  
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).  In respond to Indonesian governmental’s policy to cope poverty through empowerment  
program, government of Surabaya make an economic empowerment program called Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). One of  
the districts which perform this program is Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir,Surabaya. This district is the one with the  
highest poverty in Surabaya, but the society’s participation in coaching activity related with the empowerment program is the highest  
in Surabaya over 2015. This study uses Implementation theory by G. Shabbir Cheema and elaborated with supporting target group’s  
factor in Merilee S. Grindle’s theory. To conduct the research, this study uses qualitative explorative method with purposive sampling  
to determine the informants. The data were obtained by in-depth interview, observation, and documentation. The process of data  
analysis was done by clustering and combining the obtained data, as well as setting a series of connection between them. Then, the  
data validity is tested through triangulation of sources so that the data presented is the valid one. The result of this research shows  
that there are supporting and obstacle factors in the implementation economic empowerment program in Kelurahan Sidotopo. The 
supporting factors are characteristics and capabilities practical organization; and organizational resources. While, the obstacle  
factors are environmental conditions and low support from target groups so the realization and achievement of the program cannot  
reach the best result.
Keywords: Economic empowerment, implementation, obstacle factors, program, public policy, supporting factors.  

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan 
yang  selalu  ada  dalam  tiap-tiap  negara,  terlebih  di 
negara  yang  berkembang.  Pada  dasarnya,  kemiskinan 
sering ditandai dengan adanya gejala-gejala sosial dalam 
masyarakat seperti pengangguran, keterbelakangan, dan 
ketidak-berdayaan  (Kemsos,  2011).  Di  Indonesia, 
kemiskinan  merupakan  masalah  yang  sulit 
ditanggulangi, karena mayoritas  masyarakat  Indonesia 
termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) 
yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan 
struktural.  Salah  satu  kelompok  masyarakat  yang 
tergolong  kemiskinan  struktural  adalah  Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS).  Kelompok ini 
dikategorikan  sebagai  fakir  miskin  dan  membutuhkan 
penanganan  sungguh-sungguh,  terpadu  secara  lintas 
sektor dan berkelanjutan.

Pengentasan  kemiskinan  merupakan  tugas 
utama tersendiri  bagi pemerintah dalam meningkatkan 
dan  memeratakan  tingkat  kesejahteraan  sosial  bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya pemerintah 
Indonesia  dalam  menanggulangi  kemiskinan  adalah 
melalui  peraturan  dan  UU  yang  bermaksud  untuk 
mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Salah 
satu peraturan di Indonesia yang paling nampak adalah 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Menurut  Peraturan  Presiden  Republik 
Indonesia  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan 
Penanggulangan  Kemiskinan,  penanggulangan 
kemiskinan   merupakan  kebijakan  dan  program 
pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  dilakukan 
secara  sistematis,  terencana,  dan  bersinergi  dengan 
dunia   usaha   dan   masyarakat   untuk   mengurangi 
jumlah  penduduk  miskin  dalam rangka meningkatkan 
derajat  kesejahteraan  rakyat.  Oleh  sebab  itu,  perlu 
adanya  kerjasama  dari  berbagai  stakeholder  dan 
masyarakat  itu  sendiri  untuk  membentuk  suatu 
kebijakan  yang  tepat  untuk  menanggulangi  masalah 
kemiskinan.

Menurut  World  Bank,  Indonesia  merupakan  negara 
terbesar dengan jumlah penduduk miskin kesembilan di 



dunia  setelah  Madagaskar,  Kongo,  Mozambique, 
Nigeria,  Tanzania,  Bangladesh,  Ethiopia,  dan India  di 
tahun 2015 (http://economy.okezone.com diakses pada 
tanggal  8  Januari  2016).  Adapun  data  tingkat 
kemiskinan di Indonesia menurut BPS, adalah sebagai 
berikut:

Berdasarkan data  tabel  I.1,  dapat  ketahui  bahwasanya 
kemiskinan  di  Indonesia  mengalami  penurunan  yang 
cukup lambat, terlebih di tahun 2011-2013 yaitu sekitar 
1% tiap tahunnya. Selanjutnya,  pada bulan September 
2015   Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  angka 
kemiskinan sebesar 28,51 juta atau sebesar 11,13 persen. 
Angka ini turun dibandingkan periode Maret 2015 yang 
mencapai  28,59 juta  orang atau sebesar  11,22 persen. 
Menurut Suryamin selaku Kepala Badan Pusat Statistik 
(BPS),  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  selama 
periode Maret 2015-September 2015 ini disebabkan oleh 
inflasi  umum yang relatif  rendah  sekitar  2.69 persen, 
turunnya  harga  beras  nasional  sekitar  0,92  persen, 
perekonomian  triwulan  III  2015 yang  tumbuh  sekitar 
7,12  persen  dan  perbaikan  penghasilan  petani  yang 
ditunjukkan  dengan  kenaikan  Nilai  Tukar  Petani 
(www.republika.co.id diakses  pada  tanggal  8  Januari 
2016).

Secara nasional, penurunan tingkat kemiskinan 
di  Indonesia  merupakan  hal  positif  yang 
menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi di 
Indonesia.  Namun,  keberhasilan ini  belum merata dan 

signifikan untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 
Menurut  BPS,  terdapat  provinsi  yang  merupakan 
provinsi  dengan  jumlah  penduduk  miskin  terbesar  di 
Indonesia.  Provinsi  ini  adalah  Provinsi  Jawa  Timur 
dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.775.970 jiwa 
di tahun 2015. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Jawa  Timur,  jumlah  penduduk  miskin  di  Jatim 
mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen pada bulan 
Maret  2015  dari  12,28  persen  pada  September  2014 
menjadi  12,34  persen.  Jumlah  penduduk miskin  pada 
September 2014 sebanyak 4.748,42 ribu jiwa menjadi 
sebanyak 4.789,12 ribu jiwa pada Maret 2015 atau naik 
sebesar  40,70  ribu  jiwa.  Menurut  Sairi,  peningkatan 
angka kemiskinan ini dipicu adanya ledakan penduduk 
(population  boom)  setiap  harinya 
(http://surabayanews.co.id diakses pada tanggal 1 Maret 
2016).  Hal ini  diperkuat  dengan adaya data dari  BPS 
Provinsi Jatim yang menyatakan bahwa penduduk Jatim 
terus bertambah 721 orang per hari yang berarti 30 bayi 
per jam dan satu penduduk per menit.

Adapun  persebaran  jumlah  penduduk  miskin 
dalam tiap-tiap  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi 
Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel I.2
Persebaran jumlah penduduk miskin di tiap-tiap 

Kabupaten/Kota Provinsi Jatim
2013-2014

http://surabayanews.co.id/
http://www.republika.co.id/
http://economy.okezone.com/
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Sumber : BPS Prov. Jatim

Berdasarkan  tabel  data  I.2  maka  dapat  kita 
ketahui bahwasanya terjadi penurunan jumlah penduduk 
miskin di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 99.700 
Jiwa dari tahun 2012 sebesar 4.992.700 Jiwa. Selain itu, 
terdapat  Kota  dan  Kabupaten  yang  menjadi  wilayah 
dengan  jumlah  penduduk  miskinnya  terbanyak  di 
Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini adalah Kota Surabaya 
dan Kabupaten Jember. 

Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki 
jumlah penduduk miskin terbanyak di tahun 2012 dan 
2013 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 175.700 
jiwa  dan 169.400 jiwa. Sebagai kota terbesar kedua di 
Indonesia  setelah  Jakarta,  kota  ini  nampaknya  masih 
mengalami  berbagai  masalah  kemiskinan  yang  cukup 
signifikan di tiap wilayahnya. Kemiskinan yang terjadi 
ini dipengaruhi oleh biaya hidup di kota Surabaya yang 
mahal, tingginya angka kelahiran, melonjaknya jumlah 
penduduk  di  Surabaya  yang  tidak  diimbangi  dengan 
jumlah lapangan  kerja  sehingga  menimbulkan banyak 
pengangguran  (http://www.kompasiana.com diakses 
pada tanggal 16 Februari 2016). 

Menurut  Badan  Pusat  Statistik,  program 
pemberdayaan  masyarakat  di  Indonesia  mampu 
menyumbang 70% dalam mengurangi angka kemiskinan 
di  Indonesia,  sedangkan  rata-rata  tiap  tahunnya 
Indonesia mampu mengurangi kemiskinan sekitar 0,6% 
dari  target  1%  per  tahun  (BPS  dalam  Dokumen 
Kementerian  Pekerjaan  Umum,  2014).  Begitupun 
dengan Kota Surabaya. Kota ini merupakan salah satu 
kota  yang  melaksanakan  program  penanggulangan 
kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat 
melalui  program  yang  dinamakan  sebagai  Program 
Pemberdayaan Ekonomi.

Program Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui 
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Keluarga 
Berencana untuk memberikan kemampuan teknis dasar 
produksi bagi warga Kota Surabaya yang berkelompok 
dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) / Usaha 

Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS) 
sebagai  bekal  pemberdayaan  bagi  warga  kota  dalam 
bentuk wirausaha untuk menambah pendapatan ekonomi 
keluarga.  Adapun  dasar  pelaksanaan  program 
pemberdayaan ekonomi ini adalah:

Sasaran  dari  program  ini  adalah  perempuan 
warga  Kota  Surabaya  khususnya  ibu  rumah  tangga. 
Sasaran ini ditetapkan karena di Kota Surabaya masih 
terdapat masalah terkait keterbatasan perempuan dalam 
memperoleh akses  pada  sumber  dana  dan pendapatan 
(YIPD,  2014).  Keterbatasan  ini  disebabkan  karena 
adanya anggapan bahwa laki-laki pencari nafkah utama 
padahal  di  lapangan  banyak  perempuan  juga  yang 
menjadi  tulang punggung keluarga.  Adapun data yang 
mendukung mengenai  adanya keterbatasan perempuan 
di Kota Surabaya dalam memperoleh akses pendapatan 
digambarkan melalui  persentase kontribusi  pendapatan 
penduduk  laki-laki  dan  perempuan  di  Kota  Surabaya 
sebagai berikut :

Tabel I.3
Persentase Kontribusi pendapatan penduduk laki-laki 

dan perempuan di Kota Surabaya
2009-2012

http://www.kompasiana.com/


APEC Women and the Economy Forum 2013, 
mengungkapkan  bahwa  sekitar  60%  UKM  Indonesia 
dikelola  oleh  perempuan.  Hal  ini  menunjukkan 
perempuan  berpotensi  besar  dalam  menyokong 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Samahalnya dengan 
di  Surabaya,  pemanfaatan  keunggulan  potensi 
perempuan  melalui  Program  Pemberdayaan  Ekonomi 
Kota Surabaya  diharapkan juga mampu menyumbang 
penanggulangan  kemiskinan  dan  menyokong 
pertumbuhan ekonomi di  Kota Surabaya serta  mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. 

Menurut  survei  rutin  4  tahun  sekali  oleh 
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  KB  Kota 
Surabaya,  melalui  peran  perempuan  dalam  Program 
Pemberdayaan  Ekonomi  keluarga  miskin  di  Kota 
Surabaya  ikut  menyumbang  penurunan  angka 
kemiskinan  di  Surabaya  pada  tahun  2014.  Hal  ini 
digambarkan melalui penurunan jumlah keluarga miskin 
di  Kota Surabaya di  tahun 2010 sebesar  112.465 KK 
menjadi  sebesar  100.702  KK di  tahun  2014.  Berikut 
merupakan data keluarga miskin di Kota Surabaya.

Berdasarkan  data  tersebut,  maka  dapat 
diketahui  bahwa  Program  Pemberdayaan  Ekonomi 
dilaksanakan di  31 Kecamatan yang ada di  Surabaya. 
Dari  31  Kecamatan  ini  terdapat  10  Kecamatan  yang 
termasuk golongan jumlah penduduk miskin terbanyak 
di Kota Surabaya. 10 Kecamatan ini adalah Semampir, 
Tambaksari,  Sawahan,  Simokerto,  Kenjeran, 
Wonokromo,  Gubeng,  Bubutan,  dan  Tegalsari. 
Meskipun  jumlah  penduduk  miskinnya  tergolong 
banyak,  namun  10  Kecamatan  ini  juga  mengalami 
penurunan  jumlah  keluarga  miskin  yang  cukup 
signifikan pula.

Program  Pemberdayaan  Ekonomi  di  Kota 
Surabaya  dilakukan  dengan  memberikan  banyak 
pelatihan untuk warga miskin khususnya ibu-ibu rumah 
tangga  di  Kota  Surabaya.  Pelatihan  ini  meliputi 
pelatihan  ikat  celup,  jahit  kreatif,  pembuatan  jajanan 
anak sekolah, pembuatan makanan, membatik, menjahit, 
pembuatan  produk-produk  rumah  tangga,  sulam  pita, 
dan  pelatihan  pembuatan  tas  tangan.  Adapun  jumlah 
peserta yang mengikuti pelatihan ini ialah 2.542 jiwa. 
Berikut  ini  merupakan rekap jumlah peserta  pelatihan 
oleh Bapemas dan KB Kota Surabaya di Tahun 2015.

Berdasarkan data tersebut, maka pelatihan yang 
dilakukan oleh Bapemas dan KB bukan hanya melalui 
pelatihan  pembuatan  souvenir  saja,  namun  juga 
pelatihan  pembuatan  makanan  baik  makanan  rumah 
tangga,  ataupun  jajanan  anak  sekolah.  Selain  itu, 
pelatihan  yang  dilakukan  juga  melalui  pelatihan 
ketrampilan  membatik,  menjahit,  dan  pembuatan 
produk-produk lainnya 
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Peserta  pelatihan  ketrampilan  adalah  mereka 

para perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga yang 
tergabung dalam kelompok masyarakat miskin di Kota 
Surabaya  melalui  KSM/UPPKS.  Menurut  data 
rekapitulasi  KSM/UPPKS  Binaan  Bapemas  dan  KB 
Kota  Surabaya  tahun  2010  s/d  2015,  jumlah 
KSM/UPPKS di  Kota  Surabaya  adalah  sebesar  1.650 
kelompok yang terbagi di seluruh wilayah kecamatan di 
Kota Surabaya.

Kecamatan  Semampir  merupakan  kecamatan 
dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di 
Kota  Surabaya  namun  juga  merupakan 
kecamatan  yang  memiliki  KSM/UPPKS 
dengan  jumlah  yang  tinggi  dan  diimbangi 
dengan  tingkat  produksi  serta  pemasaran 
produk  hasil  pemberdayaan  masyarakat 
khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tinggi 
di  Surabaya  sepanjang  tahun  2010  sampai 
2015.  Selanjutnya,  Sidotopo  merupakan 
kelurahan yang  memiliki  jumlah  peserta  pelatihan 
ketrampilan  terbanyak di  Kecamatan Semampir,  yaitu 
sebesar 107 dari 340 peserta.

Penelitian yang  dilakukan ini  adalah  mengenai 
studi  eksploratif  tentang  faktor-faktor  yang 
mempengaruhi  pelaksanaan  program  Pemberdayaan 
Ekonomi Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan 
Sidotopo.  Adapun penelitian  sebelumnya yang pernah 
dilakukan adalah penelitian oleh Riska Widya Winarti, 
mahasiswa Ilmu Administrasi  Negara.  Penelitian pada 
tahun  2011  yang berjudul  “Faktor-faktor  Determinan 
yang Mendukung Keberhasilan Implementasi Program 
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal 
Plus  di  Kelurahan  Tambakrejo  Kecamatan  Simokerto 
Kota Surabaya”.  Adapun hasil  dari penelitian tersebut 
adalah  faktor-faktor  determinan  yang  mendukung 
keberhasilan  implementasi  program  pemberdayaan 
perempuan  adalah  sumberdaya,  komunikasi,  disposisi 
(sikap/pelaksana),  struktur  birokrasi  dan  dukungan 
kelompok sasaran. 

Penelitian lain adalah oleh  Dimas Alif  Budi  N 
dari  Jurusan  Adminsitrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu 
Administrasi,  Universitas  Brawijaya,  Malang tentang 
“Implementasi  Program  Pemberdayaan  Masyarakat 
melalui  Keterampilan  Dasar  (Studi  di  Kecamatan 
Tambaksari  Kota  Surabaya)”  tahun  2011.  Hasil  dari 
penelitian tersebut, terdapat faktor pendukung dan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan program. Adapun faktor 
pendukungnya  adalah kecukupan agen  pelaksana,  dan 
kecukupan koordinasi antar pihak pelaksana. Sedangkan 
faktor  penghambatnya  adalah  rendahnya  kesadaran 
peserta pelatihan  dalam  mengikuti   proses pelatihan 
keterampilan, kurangnya perhatian  para  peserta  saat 
pelatihan  berlangsung,  dan  kondisi  lingkungan   di 
Kecamatan   Tambaksari  yang   kurang   mendukung 
adanya pemberdayaan.

Selain itu, penelitian lain yang serupa adalah oleh 
Fauziah  Yuni  Aran  Tika dari  Jurusan  Adminsitrasi 

Publik,  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas 
Brawijaya,  Malang tentang  “Implementasi  Kebijakan 
Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  Pada  Pelaksanaan 
Program Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) 
Mandiri  Perkotaan  Di  Kecamatan  Batu  Kota  Batu”. 
Adapun  hasil  penelitiannya  adalah  Implementasi 
PNPM  Mandiri  Per-kotaan di Kecamatan Batu Kota 
Batu berjalan tidak  sesuai  dengan  harapan.  Adapun 
faktor  pendukung  program  adalah  (a)  partisipasi 
masyarakat  dan dukungan dari  semua pihak,  serta  (b) 
sumberdaya  dana.  Sedangkan  faktor  penghambatnya 
adalah  kurangnya  masyarakat  terkait  program, 
kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan 
dana pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan. 

Penelitian  yang  dilakukan  ini  berbeda  dengan 
penelitian  sebelumnya.  Berikut  merupakan  letak 
perbedaannya :

Kesamaan  penelitian  ini  dengan  penelitian 
terdahulu adalah terletak pada topik bahasannya. Topik 
bahasan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang 
dilakukan  ini  adalah  mengenai  implementasi 
pemberdayaan masyarakat  di  bidang ekonomi  melalui 
peran  perempuan  di  Kota  Surabaya.  Selain  itu, 
kesamaan  lainnya  dengan  penelitian  terdahulu  yang 
dilakukan oleh Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, 



Minto  Hadi  yang  juga  menganalisis  mengenai 
implementasi  Program  Pemberdayaan  Masyarakat 
melalui Pelatihan Ketrampilan Dasar di Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan ini adalah mengenai 
pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi 
Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  di  Kota 
Surabaya dengan mengungkapkan  beberapa faktor yang 
mempengaruhinya.  Dengan  begitu  penelitian  ini 
mencoba menemukan faktor mana yang mendukung dan 
menghambat  keberhasilan  program  Pemberdayaan 
Ekonomi di Kota Surabaya. Karena itulah penelitian ini 
penting dilakukan sebagai sebuah analisis implementasi 
yang  mana  akan  berkontribusi  dalam  memberikan 
masukan  kepada  para  pelaksana  program  untuk 
memaksimalkan  faktor  pendukung  dan  memperbaiki 
faktor penghambat guna program yang lebih baik, dan 
bermanfaat di masa depan.

Penelitian  ini  juga  penting  dilakukan 
mengingat  program  ini  membawa  manfaat  bagi 
masyarakat  Surabaya khususnya ibu-ibu rumah tangga 
yang  tergabung  dalam  kelompok  keluarga  miskin  di 
Surabaya  dalam  meningkatkan  pendapatan  keluarga, 
kesejahteraan  masyarakat,  dan  memberi  sumbangan 
pada  pembangunan  ekonomi  Surabaya.  Alasan  ini 
memungkinkan Program Pemberdayaan Ekonomi terus 
dijalankan kedepannya. Penelitian ini mampu dijadikan 
sebagai  salah satu alat  untuk mengatasi  permasalahan 
pemberdayaan  ekonomi  yang  ada  selama  ini  dan 
mengupayakan  perbaikan  program  di  masa  depan. 
Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  dijadikan  komparasi 
terhadap  program  Pemberdayaan  Ekonomi  tiap 
tahunnya sehingga  nantinya  dapat  dirumuskan sebuah 
formulasi  untuk  pemberdayaan  ekonomi  yang  lebih 
tepat lagi.

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dapat 
dirumusan masalah sebagai berikut,  yaitu :  “Apa saja 
faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  program 
Pemberdayaan  Ekonomi  Kelompok  Swadaya 
Masyarakat (KSM) di Kelurahan Sidotopo Kecamatan 
Semampir Kota Surabaya?”

Tujuan penelitian ini  untuk menemukan faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan 
Program Pemberdayaan  Ekonomi  Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) di Kota Surabaya. Adapun manfaat 
penelitian  ini  secara  akademis  berguna  bagi  kajian 
implementasi  kebijakan  publik  guna  memberikan 
kontribusi  akademis  yang  komprehensif  untuk 
mengaplikasikan  serta  menjembatani  antara  kajian 
teoritis  dalam  studi  implementasi  dengan  fenomena 
empiris yang ada di lapangan.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kelurahan/Desa
Kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan 

yang  berada  di  bawah  standar  kebutuhan  hidup 
minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok 
pangan, yang membuat orang cukup bekerja dan hidup 
sehat berdasarkan kebutuhan beras dan kebutuhan gizi 
(Saygja  dalam Budi  Prasetyo,  2006  :  13).  Kemudian 
Friedman  juga  berpendapat  bahwa  kemiskinan 
merupakan ketidaksamaan untuk mengakumulasi  basis 

kekuasaan social (Suyanto, Bagong dan Karnaji, 2005 : 
2).

Menurut  situasinya,  kemiskinan  dapat 
dikelompokkan  pula  menjadi  dua  kategori,  yakni 
kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif  (Saygja 
dalam  Budi  Prasetyo,  2006  :  18).  Kebijakan 
Pengentasan Kemiskinan Kelurahan merupakan sebuah 
pendekatan  baru  yang  diperkenalkan  oleh  Pemerintah 
dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan pembangunan 
pada  tataran  komunitas  kelurahan  (lp3es.or.id 
diakses tanggal 1 Agustus 2016). Kebijakan ini 
dibangun atas dasar adanya asumsi, sebagai berikut:

a. Masyarakat mempunyai hak, kewenangan dan 
memiliki  kemamuan  untuk  membangun 
wilayahya sendiri secara lebih efesien dan tepat 
sasaran

b. Pengejawatahan penyerahan  kewenangan yang 
menjadi  otoritas  komunitas  dan  pemerintah 
level paling bawah (kelurahan)

c. Peran  dan  fungsi  pemerintah  hanya 
memfasilitasi  dengan  menciptakan  kebijakan 
dan mengelokasikan dananya setiap tahun.

Adapun  kebijakan  pengentasan  kemiskinan 
Kelurahan/Desa  menurut  TNP2K 
(www.tnp2k.go.id)  adalah sebagai berikut :
a. Perbaikan  Program  Perlindungan  Sosial 

Masyarakat  Kelurahan/Desa  dalam 
memperbaiki  dan  mengembangkan  sistem 
perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan 
rentan.  Sistem  perlindungan  sosial 
dimaksudkan  untuk  membantu  individu  dan 
masyarakat menghadapi goncangan-goncangan 
(shocks)  dalam  hidup,  seperti  jatuh  sakit, 
kematian  anggota  keluarga,  kehilangan 
pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, 
dan  sebagainya.  Contoh  kebijakannya  adalah 
pengadaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

b. Meningkatkan  Akses  terhadap  Pelayanan 
Dasar  Masyarakat  Kelurahan/Desa  dalam 
memperoleh  kses  terhadap  pelayanan 
pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, 
serta  pangan  dan  gizi  akan  membantu 
mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh 
kelompok  masyarakat  miskin.  Disisi  lain 
peningkatan  akses  terhadap  pelayanan  dasar 
mendorong  peningkatan  investasi  modal 
manusia. Contoh kebijakannya adalah program 
Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

c. Pemberdayaan  Masyarakat  Kelompok 
Miskin di Kelurahan/Desa.
Contoh  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di 
tingkat  desa  dan  kelurahan  adalah 
pemberdayaan  Kelompok  Usaha  Tani, 
pemberdayaan  ekonomi  Kelompok  Swadaya 
Masyarakat, dan pemberdayaan lainnya.

d. Pembangunan  Inklusif  Masyarakat 
Kelurahan  /  Desa.  Pembangunan  yang 
inklusif  yang  diartikan  sebagai  pembangunan 

http://www.tnp2k.go.id/
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yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi 
manfaat kepada seluruh masyarakat.

Pemberdayaan  Ekonomi  Kelompok  Swadaya 
Masyarakat (KSM)

Pemberdayaan  adalah  suatu  kegiatan  yang 
berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong 
keterlibatan  semua  potensi  yang  ada  secara  evolutif, 
dengan keterlibatan semua potensi (Suhendra, 2006:75). 
Pemberdayaan  merujuk  pada  kemampuan  orang, 
khususnya  kelompok rentan dan lemah agar  memiliki 
kekuatan dan kemampuan dalam :

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya.
b. Menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang 

memungkinkan  mereka  dapat  meningkatkan 
pendapatannya dan memperoleh barang-barang 
dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 
keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi 
mereka (Suharto, Edi. 2009: 58).
Adapun  proses  dan  pencapaian  tujuan 

pemberdayaan  (Suharto,  Edi.  2009  :  218-219)  diatas 
dicapai  melalui  penerapan  pendekatan  pemberdayaan, 
yaitu:  pemungkinan,  penguatan,  perlindungan, 
penyokongan, dan pemeliharaan.

Upaya  Pemberdayaan  Ekonomi  KSM  dapat 
dicapai melalui :

a. Pengembangan  Kelembagaan 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Kelembagaan  adalah  keseluruhan  pola-pola 

ideal,  organisasi,  dan  aktivitas  yang  berpusat  di 
sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, 
negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan 
kenikmatan  serta  tempat  perlindungan  (Sapja, 
Anantanyu, 2011 : 102). 

Kelembagaan KSM mencakup media (wadah) 
dan  pranatanya  (prinsip,  nilai,  aturan  dan 
pengaturannya).  KSM  merupakan  media  proses 
pembelajaran warga miskin dalam rangka memperkokoh 
dan  mempertangguh  nilai-nilai  universal  dan  saling 
peduli  antar  anggotanya.  KSM juga  menjadi  wahana 
belajar  memperteguh  nilai-nilai  musyawarah  mufakat 
dalam  proses  pengambilan  keputusan  kelompok, 
kemandirian  dalam  mengembangkan  kapasitas  sosial 
ekonomi anggota keluarganya serta memperkuat posisi 
tawar  agar  dalam mengembangkan  penghidupan  para 
anggota  semakin  meningkat  sehingga  kesejahteraan 
anggota  KSM  semakin  meningkat  dan 
berkesinambungan (binaswadaya.org).

b. Pengembangan  Potensi 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  potensi 
merupakan  sebuah  daya,  kekuatan,  kesanggupan  dan 
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat 
dikembangkan.  Potensi  desa  adalah  sebuah  daya, 
kekuatan, kesanggupan serta kemampuan yang dimiliki 
suatu  desa  dan  memiliki  kemungkinan  dapat 
dikembangkan dalam rangka memberikan kesejahteraan 

masyarakatnya. Bila potensi pada masyarakat  mampu 
dikelola  dan  dikembangkan  dengan  maksimal,  bukan 
tidak mungkin perekonomian masyarakat di tingkat desa 
dan kelurahan akan maju.  

c. Pengembangan  Usaha 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Pengembangan  suatu  usaha  adalah  tanggung 

jawab  dari   setiap  pengusaha  atau  wirausaha  yang 
membutuhkan  pandangan  kedepan,  motivasi  dan 
kreativitas (Anoraga, 2007 : 66).  Pengembangan Usaha 
KSM  terdiri  dari  lima  asset  sumber  penghidupan 
manusia,  yakni:  modal  sumberdaya  manusia  (human 
capital, modal sosial (social capital), modal sumberdaya 
manusia,  asset  sumberdaya   daya  alam,  pengelolaan 
keuangan. 

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan 
Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Kelompok 
Sawadaya  Masyarakat  (KSM)  di  Kelurahan 
Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Dalam  implementasi  Program  Pemberdayaan 
Ekonomi  terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi 
keberhasilan  maupun  kegagalan  program.  Namun, 
terdapat 3  hal pokok dalam  pelaksanaan program, yaitu 
adanya   kebijakan,  pelaksana,  dan  kelompok  sasaran 
(Makmur, Syarif. 2008 : 39).

Studi  implementasi  merupakan  suatu  kajian 
mengenai studi  kebijakan yang mengarah pada proses 
pelaksanaan dari suatu kebijakan. Fungsi implementasi 
itu  sendiri  ialah  membentuk  suatu  hubungan  yang 
memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran-sasaran 
kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” (hasil 
akhir)  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh 
pemerintah  (Wahab,  Sholichin  Abdul.  2011  :  159). 
Sedangkan  menurut  Merilee  S.  Grindle,  tugas 
implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) 
yang  memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan  bisa 
direalisasikan  sebagai  dampak  dari  suatu  kebijakan 
pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  tugas  implementasi 
mencakup  terbentuknya  “a  policy  delivery  system”, 
dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan 
dengan  harapan  sampai  pada  tujuan-tujuan  yang 
diinginkan (Budi Winarno. 2007 : 146).

Penelitian  ini  menggunakan  model 
implementasi G. Shabbir Cheema dan Rondinelli yang 
dielaborasikan  dengan  faktor  dukungan  kelompok 
sasaran dari Merilee S. Grindle.

1. Faktor Kondisi Lingkungan
Menurut  David  L.  Weimer  dan  Aidan  R. 

Vining,  lingkungan  tempat  kebijakan  itu  dioperasikan 
akan  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu 
kebijakan (Subarsono, 2006 :103).  Adapun aspek-aspek 
yang  ada  dalam  faktor  kondisi  lingkungan  adalah 
sebagai berikut:

• Kendala sumberdaya
Hal  ini  terkait  kinerja  suatu  kebijakan  yang 

akan  ditentukan  oleh  tersedianya  jangkauan  terhadap 



akses sumberdaya yang meliputi sumberdaya finansial, 
material, dan insfrastruktur lainnya

• Keadaan  sosial  kultural 
masyarakat. 
Menurut  Dunn,  setiap  masyarakat  memiliki 

budaya yang berbeda, dan ini berarti nilai dan kebiasaan 
hidupnya  juga  berbeda  dari  satu  masyarakat  dengan 
masyarakat yang lainnya (Subarsono, 2006: 15). Dalam 
implementasi,  kebudayaan  mencakup  nilai, 
kepercayaan, dan sikap tentang apa yang akan dilakukan 
oleh  pemerintah  dan  bagaimana  masyarakat 
menanggapinya. (Subarsono, 2006:15).

• Tersedianya fasilitas yang cukup
Fasilitas  fisik  adalah  berupa  peralatan 

pendukung dan perlengkapan lainnya baik yang dimiliki 
oleh masyarakat ataupun pihak pelaksana, dan fasilitas 
itu  diperlukan  dalam  pengimplementasian  program 
Pemberdayaan Ekonomi. Fasilitas fisik ini beragam dan 
tergantung  pada  kebutuhan  program.  Selanjutnya, 
fasilitas fisik yang dimaksud disini adalah ketersediaan 
tempat  untuk  pelatihan,  dan  alat-alat  tertentu  yang 
digunakan untuk persiapan pelatihan, pelatihan maupun 
pasca pelatihan.

2. Sumberdaya Organisasi.
Menurut  Cheema  dan  Rondinelli,  sumberdaya  yang 
dimaksud  adalah  sumber  daya  yang  ada  dalam 
organisasi  pelaksana  yaitu  sumberdaya  dana. 
Sumberdaya  dana  yang  mampu  disediakan  dan 
dioptimalkan  sebaik  mungkin  akan  mempengaruhi 
keberhasilan  program.  Selanjutnya,  sumberdaya 
organisasi  dapat  dilihat  dari  aspek  ketersediaan 
sumberdaya anggaran dan kecukupan alokasi anggaran.

3. Karakteristik dan kemampuan 
agen pelaksana.

a. Ketrampilan teknis dan manajerial.
Sumberdaya  staf   baik  secara  kuantitas 

(jumlah) dan kualitas (kemampuan dan keahlaian yang 
dimiliki)  akan  mempengaruhi  proses  implementasi. 
Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  impelementasi 
adalah penambahan jumlah staf  dan implementor  saja 
namun, kemampuan staf masih kurang atau bahkan tidak 
mencukupi,  memadai,  kompeten.  Selanjutnya, 
ketrampilan  teknis  dan  manajerial  petugas  pelaksana 
dapat dilihat dari : (a) pengalaman bekerja, pendidikan 
terakhir,  dan  (c)  ketrampilan  teknis,  dan  manajerial 
petugas.

b. Sifat Komunikasi Internal
Menurut  Edward  III,  implementasi  kebijakan 

dapat  berjalan  secara  efektif  jika  pelaksana  program 
mengetahui  apa  yang  harus  dilaksanakannya  (Tahir, 
2014  :  63). Adapun  tiga  aspek  yang  ada  dalam 
komunikasi adalah sebagai berikut: 

• Transmisi.
Menurut  Winarno  (2012  :  179),  sebelum 

pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia 
harus  menyadari  bahwa  suatu  keputusan  telah  dibuat 
dan  suatu  perintah  untuk  pelaksanaannya  telah 
dikeluarkan. 

• Kejelasan (Winarno, Budi. 2012 : 180)
Ketidakjelasan  pesan  komunikasi  yang 

disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan 
akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah atau 
bertentangan dengan makna pesan awal. Oleh sebab itu, 
dimensi  kejelasan  diperlukan  diperlukan  agar 
masyarakat tidak samar-samar dan salah penafsiran atas 
maksud dari dilaksanakannya program.

• Konsistensi
Implementasi  kebijakan  yang  baik  selain 

membutuhkan komunikasi  yang jelas  namun perintah-
perintah  pelaksana  harus  konsisten  agar  tidak 
membingungkan pelaksana (Triana, R.Wahyuni. 2014 : 
82). Dalam hal ini berarti pesan tersebut harus memiliki 
kesesuaian  antara  informasi  yang  diberikan  oleh 
pengirim pesan dengan petunjuk pelaksanaan yang telah 
ditetapkan. Tidak berubah-ubah dan sesuai dengan apa 
yang telah ditetapkan.

c. Hubungan yang baik antara instansi dengan 
pihak di luar pemerintahan dan NGO.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn, 

implementasi  sebuah  program  memerlukan  dukungan 
dan  koordinasi  dengan  instansi  lain 
(Subarsono,2006:100).  Oleh  sebab  itu,  diperlukan 
koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  untuk 
keberhasilan  suatu  program  (Tahir,2014:87). 
Namun,Hogwood  dan  Gun  kemudian  menegaskan 
bahwa kalaupun ada hubungan atau melibatkan badan 
atau  instansi  lainnya,  maka  hubungan  ketergantungan 
dengan organisasi  lain haruslah pada tingkat minimal, 
baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.

d. Hubungan yang baik antara instansi dengan 
kelompok sasaran.
Organisasi  pelaksana  harus  mampu 

merumuskan  apa  yang  menjadi  ekspresi  kebutuhan 
calon  penerima  kebijakan  atau  kelompok  sasaran 
(Subarsono,  2006  :  61).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk 
menjaga  hubungan  baik  dengan  kelompok  sasaran 
selama  kebijakan  atau  program  berjalan.  Selain  itu, 
masyarakat akan merasa memiliki dan ikut bertanggung 
jawab terhadap suatu kebijakan. Hubungan yang tercipta 
kemudian menjadikan suatu kebijakan akan berhasil dan 
masyarakat akan mampu merasakan manfaatnya.

4. Dukungan Kelompok Sasaran.
Suatu  program  pasti  akan  mempengaruhi 

berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat.  Selain 
mempengaruhi,  program  juga  memerlukan  suatu 
dukungan dan partisipasi  aktif  dari  masyarakat  selaku 
kelompok  sasaran.  Tanggapan  masyarakat  baik 
mendukung  ataupun  menolak  program  sangat 
menentukan  tingkat  keberhasilan  suatu  program. 
Dukungan masyarakat sebagai  kelompok sasaran akan 
meningkat  ataupun  akan  menurun  tergantung  pada 
beberapa faktor, yaitu :

• Tanggapan atau respon masyarakat 
terhadap adanya program
Diterima  atau   tidaknya  program  oleh 

masyarakat  akan  mempengaruhi  program  dapat 
dijalankan  atau  tidak.  Seringkali  diterima  atau 
ditolaknya  program dipengaruhi  oleh  :  beban  ongkos 
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yang  ditangguhkan  pada  masyarakat,  dan  tingkat 
manfaat kolektif program. 

• Partisipasi  masyarakat  sebdalam 
pelaksanaan program
Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu 

bentuk  dukungan  terhadap  suatu  program.  Jika 
partisipasinya tinggi,  maka dukungan masyarakat  juga 
baik dan tinggi. Namun, jika partisipasinya rendah maka 
dukungan  masyarakat  juga  rendah  atau  justru  kurang 
mendukung adanya program.

Metode Penelitian 
Pendekatan  Penelitian  ini  menggunakan 

pendekatan  kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor, 
metodologi  kualitatif  digunakan  sebagai  prosedur 
penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa 
kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan 
perilaku  yang  diamati  (Moloeng,  2014:4).  Tipe 
penelitian ini  adalah Eksploratif  yang bertujuan untuk 
menjelaskan,  dan  menggali  secara  mendalam  suatu 
fenomena  dan  mencari  sebab  atau  hal-hal  yang 
mempengaruhi  pelaksanaan  suatu  program 
Pemberdayaan  Ekonomi  di  Kelurahan  Sidotopo 
Kecamatan  Semampir  Kota  Surabaya 
(Kasiram,2008:53).

Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Kelurahan 
Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan 
dasar  bahwa kelurahan ini  merupakan kelurahan yang 
berada  di  Kecamatan  Semampir  (kecamatan  yang 
merupakan kecamatan termiskin di Kota Surabaya) dan 
memiliki  jumlah  peserta  terbanyak  di  Kecamatan 
Semampir sepanjang tahun 2015, yaitu 107 peserta dari 
340  peserta  pelatihan.  Penentuan  informan  dalam 
penelitian ini adalah secara  purposive,  lalu dilanjutkan 
dengan teknik  snowball Pada  purposive sampling akan 
ditemukan  subjek/objek  yang  sesuai  dengan  tujuan 
penelitian, dan kemudian dipilih secara sengaja sebagai 
key  informan atas  dasar  pertimbangan  pribadi  yang 
sesuai dengan topik penelitian (Satori, Djam’an dan Aan 
Komariah. 2010:48). Adapun teknik pengumpulan data 
dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  wawancara, 
observasi,  dan  dokumentasi.  Jumlah  informan  adalah 
sebanyak 12 orang. 2 orang sebagai  key informan, dan 
lainnya adalah hasil teknik snowball sampling. 

Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  melalui 
reduksi  data,  penyajian  data,  dan  pengambilan 
kesimpulan. Selanjutnya, teknis pemeriksaan keabsahan 
data  yang  digunakan  adalah  triangulasi  sumber  data, 
yaitu dengan dengan membandingkan kembali data yang 
telah  terkumpul  dari  sumber  dan  alat  yang  berbeda 
mengenai  permasalahan  yang  dikaji,  kemudian 
mengecek  derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang 
diperoleh.

Hasil dan Pembahasan
Program  Pemberdayaan  Ekonomi  merupakan 

program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi 
yang  digagas  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  sejak 
tahun 2009. Namun, pelaksanaannya baru dimulai tahun 

2010. Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan 
ibu-ibu  rumah  tangga  dari  keluarga  miskin  di  Kota 
Surabaya  melalui  UPPKS/KSM untuk  membantu  dan 
meningkatkan  ekonomi  keluarga  melalui  tambahan 
pendapatan.  Berikut  merupakan  gambaran  tentang 
pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi.



Dalam lingkup kelurahan Sidotopo,program ini dimulai 
sejak tahun 2011. Berikut merupakan data jumlah KSM 
Binaan Bapemas di Kelurahan Sidotopo:

Selanjutnya,  menurut  data  rekap  peserta 
pelatihan di Kecamatan Semampir, kelurahan Sidotopo 
merupakan kelurahan dengan jumlah peserta pelatihan 
terbanyak sepanjang tahun 2015 dengan jumlah peserta 
107 dari  314 orang di  Kecamatan Semampir.  Adapun 
jenis pelatihan yang diberikan pada KSM di kelurahan 
Sidotopo  adalah  ikat  celup,  jajanan  anak  sekolah, 
makanan  (bebek  kremes,  kue,dll.),  jahit  dasar,  salon, 
handy craft (sabun cuci piring, kecap, dll.), dan sulam 
pita.  Dengan pelatihan ini,  Bapemas menaruh harapan 
penuh  agar  pemberdayaan  perempuan/ibu-ibu  rumah 
tangga dari  keluarga miskin mampu membuat  mereka 
berpenghasilan  sendiri  sehingga  mampu  membantu 
peningkatan ekonomi keluarga.

Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 
pelaksanaan  program  Pemberdayaan  Ekonomi 
Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Sidotopo 
adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kondisi Lingkungan
a. Kendala sumberdaya.

Bapemas  dan  KB Kota  Surabaya  memahami 
adanya  permasalahan  yang  terkait  dengan  kondisi 
masyarakat  dalam menjangkau sumber daya yang ada 
baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan 

akses  lainnya.  Selanjutnya,  permasalahan  yang terjadi 
adalah bermula dari satu masalah inti yaitu kemiskinan.

b. Keadaan sosial kultural masyarakat. 
Krakteristik  masyarakat  gakin  di  Kecamatan 

Semampir  khususnya  di  Kelurahan  Sidotopo  adalah 
masih  rendah  dalam  hal  kualitas  sumber  daya 
manusianya.  Selain kualitas  sumberdaya  yang rendah, 
antusias  warga  di  Kelurahan  Sidotopo  juga  masih 
rendah.  Hal  ini  terlihat  dalam  penuturan  beberapa 
informan  yang  menyatakan  bahwa  kehadiran  peserta 
saat pendampingan amatlah minim. Lebih dari itu, pada 
saat  pelatihan juga  masih  banyak  peserta  yang  hanya 
duduk-duduk,  bermalas-malas,  atau  ngobrol  dengan 
teman sekitarnya.

c. Tersedianya fasilitas yang cukup
Dalam  pelaksanaan  program,  fasilitas  yang 

dimaksud  adalah  berupa  ketersediaan  dan  kecukupan 
tempat pelatihan di masyarakat berupa balai desa/balai 
RT dan rumah warga, adanya data base yang menunjang 
data peserta, serta adanya kecukupan perlengkapan dan 
peralatan untuk menunjang program.

2. Sumberdaya Organisasi.
Ketersediaan  sumberdaya  organisasi  untuk 

menunjang  program adalah  berasal  dari   dana  APBN 
Pemerintah  Kota  Surabaya  yang  tiap  tahunnya  selalu 
dikucurkan,  di  monitor,  dan  di  evaluasi.  Hal  ini 
menunjukkan adanya perhatian lebih terhadap program 
ini.  Selain itu, alokasi anggaran yang digunakan untuk 
pelaksanaan program adalah cukup. Hal ini dapat dilihat 
dari  adanya  pembagian  biaya  operasional  program 
dengan kebutuhan program yang baik dan memadai.

3. Karakteristik  dan  Kapabilitas  Instansi 
Pelaksana dalam Melaksanakan Program.
a. Kemampuan teknis dan manajerial 
petugas
Petugas  pelaksana  dalam program ini  adalah 

Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya  melalui  PLKB 
(Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana),  tim 
pendamping,  dan  bekerjasama  dengan  KPM  (Kader 
Pemberdayaan  Masyarakat)  serta  mitra  kerja  sebagai 
pelatih  ketrampilan.  Bapemas dan KB Kota  Surabaya 
telah  menjamin  adanya  kemampuan  pelaksana  dalam 
mengoperasionalkan program. Hal ini tercermin dengan 
adanya pemilihan secara selektif  kepada staf Bapemas 
untuk menduduki jabatan di PLKB berdasarkan kriteria 
tertentu. Adapun kriteria tersebut adalah petugas PLKB 
harus  memiliki  etos  kerja  yang  tinggi  serta  memiliki 
jiwa sosial yang tidak diragukan lagi. 

Pemilihan  pelatih  dalam  program 
Pemberdayaan  Ekonomi  juga  dilaksanakan  secara 
selektif  dan  berdasar  pada  pertimbangan  matang 
menganai  ketrampilan  teknis  dan  manajerial  pelatih. 
Adapun  kualifikasi  tertentu  untuk  seseorang  menjadi 
pelatih adalah mitra kerja yang dipilih harus berasal dari 
pengusaha atau UKM lokal dan mumpuni di bidangnya, 
memiliki  jiwa  sosial  yang  tinggi,  serta  memiliki 
kemampuan untuk menyampaikan materi kepada peserta 
dengan baik. 

Selain  dalam  segi  pertimbangan  matang 
mengenai ketrampilan teknis dan manajerial, pendidikan 
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dan pengalaman bekerja  baik  petugas  PLKB maupun 
mitra  juga  menjadi  pertimbangan  tertentu.  Berikut 
merupakan hasil penelitian mengenai ketrampilan teknis 
dan manajerial pelaksana

b. Komunikasi

• Transmisi
Dalam  pelaksanaan  program  Pemberdayaan 

Ekonomi  di  Kelurahan  Sidotopo,  proses  komunikasi 
dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pada saat sosialisasi 
program,  pelaksanaan  pelatihan,  dan  pasca  pelatihan. 
Penelitian  yang  telah  dilakukan  menyatakan  bahwa 
penyampaian  informasi,  arahan,  dan  perintah  telah 
dilaksanakan dengan baik oleh Bapemas dan KB Kota 
Surabaya kepada para pelaksana dan mitra kerja. Selain 
itu,  komunikasi  juga  dilaksanakan  dengan  kelompok 
sasaran.  Adapun  media  yang  digunakan  adalah  rapat 
rutin, pertemuan tak terduga, pertemuan mendadak, via 
WA,  via  telepon,  email  dan  media  sosial  lainnya. 
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dimensi 
transmisi  telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi 
faktor  yang  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  program 
Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Sidotopo.

• Kejelasan
Dalam  pelaksanaan  program  Pemberdayaan 

Ekonomi,  komunikasi  yang  dilaksanakan  baik  oleh 
Kasubid  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  kepada 

PLKB dan pelatih atau sebaliknya, PLKB kepada KPM 
dan kelompok sasaran atau sebaliknya, maupun pelatih 
kepada  kelompok sasaran telah difahami  dengan baik 
dan  jelas.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa 
kejelasan komunikasi telah terjadi dan telah mendukung 
keberhasilan  implementasi  program  Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Sidotopo

• Konsistensi
Konsistensi  informasi  terkait  program 

Pemberdayaan  Ekonomi  yang  telah  terjadi 
menyebabkan pelatih,  PLKB,  maupun KPM tahu dan 
ingat  secara  jelas  apa  yang  menjadi  tugas,  tanggung 
jawab, dan peran masing-masing. Selain itu, konsistensi 
informasi juga dirasakan oleh kelompok sasaran terkait 
pemberian  arahan  oleh  PLKB  maupun  KPM  terkait 
program serta pemberian materi dan praktik oleh pelatih 
dalam  kegiatan  pelatihan.  Sehingga,  dapat  dikatakan 
bahwa konsistensi komunikasi telah terjadi dan mampu 
mendukung  keberhasilan  implementasi  program 
Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Sidotopo.

c. Hubungan  yang  baik  antara 
instansi  dengan  pihak  di  luar  pemerintah 
atau NGO.
Hubungan  antara  pelaksana  dengan  pelatih 

selaku mitra kerja telah berjalan dengan baik.  Adapun 
faktor yang mendukung hubungan yang terjalin di antara 
keduanya  adalah  kesadaran  akan  peran  dan  tanggung 
jawab  masing-masing  subjek,  adanya  sikap  saling 
menghargai  satu  sama  lain,  serta  kemudahan  dalam 
berkomunikasi  melalui  banyak  media  baik  langsung 
maupun tidak langsung

d. Hubungan  yang  baik  antara 
instansi dengan kelompok sasaran.
Hubungan baik yang terbentuk antara Bapemas 

dan  KB  Kota  Surabaya  dengan  masyarakat  sudah 
diawali  sejak  persiapan  pelatihan.  Hal  ini  terbukti 
dengan adanya upaya Bapemas dan KB Kota Surabaya 
dalam  melakukan  sejumlah  assessment kepada  calon 
peserta  yang  mau  mengikuti  pelatihan  sesuai  dengan 
kemauan,  minat,  dan  kebutuhan  mereka.  Selanjutnya, 
hubungan  baik  yang  terjalin  oleh  instansi  pelaksana 
dngan kelompok sasaran akan digambarkan berdasarkan 
beberapa indikator,sebagai berikut:



4. Dukungan Kelompok Sasaran
a. Respon masyarakat adanya program.

Respon  masyarakat  terhadap  program  di 
Kelurahan  Sidotopo  adalah  baik.  Manfaat  yang 
dirasakan  adalah  menambah  ilmu  dan  ketrampilan 
masyarakat,  menambah  kerabat,  dapat  memberikan 
aktifitas  baru  di  rumah  selain  duduk-duduk  santai 
menunggu suami dan anak datang serta mendapat bekal 
dalam mendirikan  usaha,  dan  ujungnya  mendapatkan 
penghasilan tambahan keluarga. Namun, perlu diketahui 
bahwasanya  tanggapan  tersebut  adalah  berasal  dari 
KSM yang aktif sampai saat ini dan masih berproduksi. 
Meskipun  tanggapan  KSM  non-aktif  juga  termasuk 
positif,  namun  manfaat  adanya  program  tidak  bisa 

dirasakan secara maksimal oleh masyarakat ini karena 
bagaimanapun  KSM  yang  tidak  aktif  tidak  mampu 
mendapatkan  penghasilan  tambahan  keluarga  seperti 
yang diharapkan oleh program.

b. Partisipasi Masyarakat.
Dalam  implementasi  program  Pemberdayaan 

Ekonomi di Kelurahan Sidotopo, partisipasi masyarakat 
tergolong  sangat  rendah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan 
kehadiran peserta saat pelatihan yang full mencapai 25 
orang. Namun,pada saat pendampingan hanya mencapai 
kurang lebih 25% nya saja.  Begitupun dengan jumlah 
KSM aktifnya. Jumlah KSM yang pernah dilatih oleh 
Bapemas di Kelurahan Sidotopo ada 19 KSM. Namun, 
sampai saat ini yang aktif produksi hanya tersisa 6 KSM 
dan anggota per KSM hanya berkisar 2 sampai 5 orang 
saja.

Adapun alasan yang menyebabkan partisipasi 
masyarakat di Kelurahan Sidotopo rendah, adalah :

a. Adanya  niat  dan  motivasi  masyarakat  untuk 
hadir  dalam  pelatihan  adalah  hanya  ingin 
mendapat fasilitas uang transport, peralatan dan 
perlengkapan pelatihan, serta konsumsi

b. Kesalahan  dalam  pemilihan  jenis  pelatihan. 
Dalam hal ini jenis pelatihan yang dipilih tidak 
sesuai dengan hobi,  ketrampilan dan keahlian 
yang dimiliki.

c. Faktor  usia,  yang  menyebabkan  daya  serap 
terhadap materi juga berkurang. 

d. Faktor bawaan, misal keahlian dan ketlatenan.
e. Kesibukan  sebagai  ibu  rumah  tangga,  dalam 

hal  ini  mengurus  anak  atau  mengurus  cucu 
yang tidak bisa dan tidak ingin ditinggalkan.
Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan 

bahwa  dukungan  masyarakat  Sidotopo  terhadap 
program  Pemberdayaan  Ekonomi  masih  kurang  dan 
belum sesuai dengan sasaran program. hal inilah yang 
kemudian  menghambat  keberhasilan  pelaksanaan 
program  Pemberdayaan  Ekonomi  di  Kelurahan 
Sidotopo.

Kesimpulan
Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi 

di  Kelurahan  Sidotopo  adalah  berjalan  cukup  baik 
karena  faktor  kesiapan  pelaksana.  Hanya  saja  masih 
terkendala  oleh rendahnya dukungan kelompok sasaran 
atau  dalam  hal  ini  KSM.  Adapun  faktor-faktor  yang 
berpengaruh  dalam   pelaksanaan  program 
pemberdayaan  ekonomi  di  Kelurahan  Sidotopo, 
Kecamatan  Semampir,  Kota  Surabaya  adalah  sebagai 
berikut:
1. Faktor Penudukung

a. Sumber  Daya  Organisasi,  yang  dibuktikan 
dengan tersedia dan cukupnya alokasi  anggaran 
program.

b. Karakteristik  dan  Kapabilitas  Instansi 
Pelaksana  yang  dpaat  dilihat  dari  :  (a) 
ketrampilan teknis, dan  manajerial  petugas yang 
baik dari staf pelaksana baik  mitra usaha, PLKB, 
dan KPM ; serta  (b)  Komunikasi  internal  yang 
meliputi  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi 
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telah  dilaksanakan  dengan  baik.  (c)  Adanya 
hubungan  yang  baik  antara  instansi  dalam 
bekerjasama dan berkoordinasi  seputar program 
dengan  pihak  mitrausaha  yang ditandai  dengan 
intensitas  pertemuan  serta  kemudahan  akses 
untuk saling berhubungan. (d) Adanya hubungan 
yang  baik  antara  instansi  pelaksana,  PLKB, 
maupun mitra kerja dengan kelompok sasaran.

2. Faktor Penghambat
a. Faktor Kondisi Lingkungan

• Adanya  kendala  sumberdaya  yang  menjadi 
alasan terbentuknya suatu program.

• Kondisi sosial dan budaya yang menjadi alasan 
munculnya  terbentuknya  suatu  program 
program  dan  menghambat  pelaksanaan 
program.

b. Dukungan Kelompok Sasaran yang rendah, 
dpaat dilihat dari kurangnya respon masyarakat 
terhadap program dan rendahnya partisipasi dari 
kelompok  sasaran  dalam  mengikuti  setiap 
tahapan program Pemberdayaan Ekonomi.
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